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MK Periksa Perselisihan Hasil
Pemilihan Walikota Pematangsiantar

Jakarta, 7 Desember 2016 - MahkamahKonstitusi (MK) akanmenggelarsidang
perdanaPerselisihanHasilPemilihanKepala Daerah (PHP Kada) Walikota
Pematangsiantardengannomorperkaral52/PHP.KOT-XIV/2016 padaRabu (7/112),
pukul09.00 WIB, di RuangSidang MK. Permohonan yang

dimohonkanPasanganCalonNomorUrut4, Wesly Silalahi dan Sailanto

Permohonaninimeyoalkeputusan KPU Kota PematangsiantarNomor66/Kpts/KPU-Kota-
002.656024/X/2016tanggal 23 November 2016
TentangPenetapanRekapitulasiHasilPenghituganPerolehanSuaraPemilihanWalikota dan
Wakil Walikota Kota Pematangsiantar. Melalui keputusan tersebut, KPU menetapkan
perolehan suara Pemohon sebesar 25.609 suara, sementara pihak terkait
PasanganCalonNomor 2 HulmanSitorus, danHefriansyahmemperolehsuarasebanyak
59.401 suara.DalampermohonannyaPemohonmendalilkanbahwadalamPemilihanWalikota
Pematangsiantar yang dilakukan pada 16 November 2016terjadipenyimpangan-
penyimpangan yang bukahsajabersifatterstruktur,
sistematisdanmasifmelainkaninkonstitusional, ilegaldanmelawanhukum.

Pemohonmendalilkan telah terjadipelanggaransistematis yang dilakukan
olehPasanganCalonWalikotadan Wakil WalikotaHulmanSitorusdanHefriansyah, antara lain
dengan menahan pendistribusian 30.000 formulirC6 kepadapemilin. Menurut Pemohon,
tindakan tersebut dilakukan secaraterstrukturkehampirsemuakecamatan. Pemohon
berpendapat bahwa Termohon yakni KPU Kota
Pematangsiantarsecarasengajadanmelawanhukumtelahmelakukantindakanmelakukanpe
mbiaranterjadinyapelanggaran tersebut.

Olehkarenanya, dalampetitumnyaPemohonmemintaMajelis Hakim
Konstitusiuntukmembatalkankeputusan KPU Kota
PematangsiantartentangPenetapanRekapitulasiHasilPenghituganPerolehanSuaraPemiliha
nWalikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar. (Tiara Agustina)
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